BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR: 5 TAMUN 2020

TENTANG

AKSELERAS] PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN
PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

BUPATI BINTAN,
Menimbang * &  bahwa dalam ranghka peningkatan kualitas pelayanan

publik puna terwujudnys pelayanan publik yang
cepat, murah, transparan, pasti, terjangkau dan
mandiri  dilakukan melalui  Klinik Layanan
Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Sngle Submission);

bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pelayanan

i perizinan berusaha dilaksanakan secara online oleh
‘“:-,F_:“ﬁ“ Lembaga 0S8 yang bertindak untuk dan atas nama
g mal
TREe Bupaty;
PEMILEMTLALILH
ﬁm‘:"" bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
T dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
_._W“"“- Peraturan Bupati Bintan tentang Akselerasi Pelayanan
L) Perizinan  Berusaha  Melalui Kiinik Layanan
| R Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Momor 25)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan Publik  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);

3. Undang . . .
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Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5587),
secbagaimana telah berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nemor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasli Secara
Eleltronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 6215;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sehagnimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terpadu Sam Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2014 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Momor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangleat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Dasrah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan
susunan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
Peraturan Bupati  Bintan Nomor  Tahun 2020
tentang Pendelegasian  Hewenangan Peizinan dan
NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bintan.

Memutuskan . . .
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK
LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bintan

Pemerintah  Daersh adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
memimpin  pelaksanasn urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan dacrah otonom

Bupati adalah Bupati Bintan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang sclanjutnya disingkat DPMPTSP adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bintan

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di
singkat PTSP adalah Pelayanan secara Terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dar tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesainn produlk
pelayanan melalui satu pintu

Kecamatan  adalah Kecamatan dalam
Kabupaten Bintan

Camat adalah Camat di Kebupaten Bintan
Akselerasi  Pelayanan Perizinan vang selanjutnya
digebut Akselerasi Pelayvanan adalah fasilitas pelayanan
perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa
perbantuan dan pendampingan kepada pelaku usaha
dalam melaksanakan input data pengunisan perizinan
usaha melalu Online Single Submission

wilayah

10. Perizinan . . .
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11,

12.

13.

14,
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16.

17.

Perizinan berusaha adalah pendafteran yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan  yang  dituangkan  dalam bentuk
surat/keputusan  atau pemenuhan persyaratan
dan/atau komitmen

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disebut 0SS
adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Bintan
kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang
terintegrasi

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 0SS yang
selanjutnys  disebut Lembaga 0SS adalah lembaga
Pemerintahan non Kementerian yang menyelenggaralan
urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Klinik Layanan Perbantuan Terintregrasi secara
Elektronik adalah Klinik pelayanan yang dibentuk
untuk melakukan Akselerasi layanan perizinan,

Pelaloa usaha adalah persecrangan
perseorangan  vang melakukan usaha
kegiatan dalam bidang tertenty

Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atan
kegiatan oleh pelaku usaha melalui 0SS

lzin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembagn
055 untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha
melakukan pendaftaran dan untuk memulai usahe
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial operasional  dengan
persyaratan dan/atau komitmen

lzin komersial atau operasional adalah izn yang
diterbitkan oleh lembaga 0S8 untuk dan atas nams
Bupati setelah pelalu usaha mendapatkan izin usaha
untuk melakukan kegintan komeraial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan fatau komitmen

atau non
dan/atay

atau memenuhi

18. Komitmern . . .
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18. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk
memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin
komersial atau operasional

19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh

REBLEAKAH TRAH
RATFAM AN

lembaga 0SS setelah pelaku usaha melakukan
Pendaftaran

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara
Elektronik di daerah.

BAB I
| PARAF KOORDINASI MAKSUD dan TUJUAN
g s ;:f.' Pasal 2
AT AN
e s *f
Kamaa i |lﬁ (1} Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
M- sebagai Pedoman bagl pelaksanaan Pelayanan
FeMTTLS KA /’h Berusaha melalui Klinik Pelayanan Perbantuan
(AN PR Perizinan Berusaha melaluli klinik Terintegrasi secara

i

BAB III
KEDUDUKAN dan TUGAS
Pasal 3
(1) Untuk peningkatan Pelayanan
Perizinan  diselenggarakan  Akselerasi  Perizinan
Berusaha melahi Klinik layanan berbantuan

(2)

Terintegrasi  Secara Elektronik

Klinik layanan berbantuan Terintegrasi

Secara Elektronik  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di DPMPTSP dan Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 4

Klinik layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
mempunyai Tugas sebagai berikut:

(1)

12}

Memberikan fasilitas dan pendampingan input data
pendaftaran dan perubahan data pendaftaran kepada
pelaloy usaha

Memberikan fasilitas dan pendampingan pencetakan
Nomor Induk Berusaha

Memberikan fasilitas dan pendampingan pencetakan izin
usaha dan izin operasional atau komersial

Memberikan fasilitas dan pendampingan pemenuhan
komitmen

Menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan informasi
penzinan
Menyelenggarakan  sosialisasi  teknis  pelaksanaan

perizinan berusaha secara elektronik  kepada pelaku
usaha

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

atasan
seauai dengan bidang tugasnya
BAB IV
KLINIK LAYANAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK
Fasal 5
Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi secara

Elektronik di DPMPTSP melakukan layanan :
a. Pelayanan Fasilitasi

b. Pelayanan Informasi

c. Pelayanan Konsultasi

d. Pelayanan Pendampingan

Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1]
dilaleukan dalam rangka Akselerasi percepatan
layanan berusaha kepada pelaku usaha dan untuk
mengakses layanan Terintegrasi sccara Elektronik
melalul sistem OS5,

Pasal & .
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(1}

(2)

1

(2)

(n

i2)

Pasal 6

Klinik lsyanan berbantuan Terintegrasi Secara
Elektronik yang dilaksanakan pada DPMPTSFP adalah
semua jenis perizinan vang di  degelasikan kepada
Kepala Dinas yang pelayanannya melalui  sistem 088
Klinik layanan  berbantuan  Terintegrasi
Elektronik yang dilaksanakan di Kecamatan adalah
Izin Usaha Mikro Kecil yang pelayanannya melalui
pelayanan sistem OS8

Secara

BAB WV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7
Dalam rangka pelaksanaan Kinik layanan berbantuan
Terintegrasi Secara Elektronik ditetapkan standar
operasional dan prosedur
Standar Operssional dan Prosedur pelaksanaan Klinik
layanan berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dengan
berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku

BAB VI
SARANA PRASARANA
Pasal 8

Unituke
Terintegrasi  Secara
disediakan sarana dan prasarana
meliputiz

a. Ruang pelayanan

b. Ruang layanan informasi dan konsultasi
c. Ruang tungg

d. Perangkat komputer, printer dan scanner
e. Ruang/tempat layanan pengaduan

f. Koneksi internet

Ruang pelaksanaan Klinik layanan berbantuan
Terintegrasi  Secara  Elektronik di  Kecamatan
sebagian dari TUANE Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATERN)

pelaksanaan Klinik layanan  berbantuan
Elektronik pada DPMPTSP

paling  sedikit

menempati

Dipindai dengan CamScanner
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i3
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(2)

(3)

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 9

Penyelengaraan Klinik layanan Perbantuan Terintegrasi
Secara Elektronik di DPMPTSP adalah Pejabat dan
Pegawai pada  Bidang yang tugas dan fungsinya
menangani perizinan
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas melalui kepala bidang perizinan dan non
perizinan
Penyelenggaraan Klinik layanan Perbantuan
Terintegrasi Secara Elektronik di Kecamatan adalah
Kelompok Kerjn Sesuai yang Terdiri dari pejabat dan
pegawai pada bidang yang tugas dan fungsinya
menangani pelayanan pada Kecamatan

Pasal 10

Untuk meningkatkan pengetshuan dan kompetensi
periu dilaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan
kepada petugas dan kelompok kerja

Untuk optimalisasi pelaksanaan Klinik layanan
berbantuan Terintegrasi Secara Elektronik
dilaksanakan supervisi dan asistensi secara berjenjang
dalam lingiup rmgas dan fungsi di DPMPTSP
Pendidikan atau pelatihan yang Diberikan kepada
kelompok kerja sebagaimana di sebutkan di ayat 1
dilaksanakan oleh DPMPTSP dan ayat (2)
diberlalukan pula untuk Klinik layanan berbantuan
Terintegrasi Secara Elektronik pada Kecamatan
yang mana pelaksanann Pendidikan dan pelatihannya
disiapkan cleh DPMPTSP

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Terintegrasi
Kecamatan dibebankan kepada

Secara Elektronik pada DPMPTSP dan
Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah

BABIX...
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BAB IX

EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
(1) Ewaluasi pelaksanaan Klinik layanan berbantuan
Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan oleh lepala

dinas
{2} Ewvwaluasi pelaksanaan Klinik layanan berbantuan
Terintegresi Secara Elektronik di  Kecamatan,
dilalaulkan oleh Camat
Pagal 13
Eepala Dines membuat laporan atas pelaksanaan

penyelenggaraan Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi
Secara Elektronik kepada Bupati paling sedikit 6 [enam)
bulan sekali

Pasal 14

Camal menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Klinik
layanan berbantian Terintegrasi Secara Elektronik kepada
bupati melalui kepala dinas paling sedikit & [enam) bulan
Sekali

Pasal 15

Pengawasan terhadap layanan yang telah dilaksanalan
melalui Klinik Layanan Perbantuasn Terintegrasi Secara
Elektronik dilaksanakan oleh KHepala Dnas dan Inspektorat

Daerah
BAB X
SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
Pasal 16
{1y DPMPTSP melaksanaan Sosialisasi dan

Penvebarluasan Informasi Klinik Layanan Perbantuan
Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan melalui:
a. Tatap muka dalam bentuk kegiatan sosialisasi

b. Media elektronik dan non elektronik

dapat berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah yang menangani urusan di bidang informasi
dan komunikasi dalam melaksanakan sosialisai dan
penyebaran luasan informasi tentang Pelaksanaan
Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi
Elektronilk.

Secara

Pasal 17 . . .
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Pasal 17

{1} Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan Klinik
Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik,
maka penyelesaiannya dikoordinasikan cleh Sekretaris
Daerah sebagai Ketua Satgas Percepatan Berusaha
Kabupaten Bintan

(2) Penyelesaian kendala dan permasalahan dalam
pelaksanaan Klinik Laeyanan Perbantuan Terintegrasi
Secara Elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Perafuran ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 0 Sepresmpes 2000

NOMOR .

Dipindai dengan CamScanner



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN

Menimbang

Mengingat

DOKUMENTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan

memperoleh informasi harus diarahkan untuk
mendorong  partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan , pelaksanaan pembangunan
dan pengawasan publik, serta akuntabilitas Pemerintah
Kabupaten Bintan kepada publik;

. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran

pengelolaan dan layanan informasi publik perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kepulauan
Riau dalam lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 3896 );

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);

3.Undang — undang...
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11

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4605);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 649);

12.Peraturan...



12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
Bupati adalah Bupati Bintan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

a ks

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.

6. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi
publik.

7. Badan Publik Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

11. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

13.Informasi Publik...



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses
oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan informasi adalah penyediaan, penyimpanan,
pendokumentasian dan pengamanan informasi.

Layanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada
pengguna informasi.

Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau
masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID
adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
penyimpanan, pendokumentasian, distribusi, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintag Kabupaten Bintan yang
terdiri dari PPID Utama.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID Utama.

PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disebut DIDP
adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh
Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten
Bintan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan
berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disebut SIDP
adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat,
mudah, dan wajar sesuang dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis
informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.

28.Sengketa Informasi...



28. Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antar badan publik dan

pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapakannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang

(1)

transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB III
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka
dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi
Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat
ketat, terbatas, dan rahasia.

Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah
dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan
cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa
menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan daerah
dan/atau Negara;

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c.informasi dan dokumentasi...



c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau

e. informasi dan dokumentasi yang belum  dikuasai atau
didokumentasikan.

(2) Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dan dilakukan melalui pengujian konsekuensi
oleh PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat koordinasi yang
hasilnya dituangkan dalam berita acara serta menyampaikan hasil
pengujian konsekuensi kepada Bupati melalui Tim Pertimbangan untuk
mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah
kewenangannya Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

BAB V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

UMUM
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik Daerah melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan membentuk dan

menetapkan PPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID di bentuk PLID.
(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada
PLID.
Pasal 7

PPID di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8...



Pasal 8

Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 9

PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu
oleh PPID Pembantu dan Bidang Pendukung dan atau Pejabat Fungsional.

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Sekretaris pada perangkat daerah.

Bidang Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Sekretariat PLID, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas
Sengketa Informasi.

Bagian Kedua
TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 10

Pembina bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan

informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan
informasi dan dokumentasi;

b. memberikan persetujuan kepada PPID atas hasil informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon
informasi;

c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi
informasi yang dikecualikan;

d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan
setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon
informasi; dan

e. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta
masukan dari Tim Pertimbangan.

Tim Pertimbangan mempunyai tugas:

a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan

b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi infromasi,

termasuk informasi yang dikecualikan.

(4) PPID Utama...



(4)

(6)

PPID Utama bertugas:

a
b.

o

o

melaksanakan pelayanan informasi publik;

mengumumkan daftar informasi publik;

melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnya;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala
dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

melakukan pengujian konsekuensi;

menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka
waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
dan

menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi

publik;

PPID Pembantu bertugas:

melaksanakan pelayanan informasi publik pada perangkat daerah;
menyusun daftar informasi publik yang dikuasai oleh perangkat
daerah;

menyampaikan daftar informasi publik yang dikuasai oleh perangkat
daerah kepada PPID Utama ; dan

melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
perangkat daerah kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
kebutuhan.

melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan
pengamanan informasi pada perangkat daerah;

melakukan pemutakhiran informasi publik pada perangkat daerah;
dan

melakukan pengusulan informasi yang dikuasai untuk ditetapkan

sebagai informasi yang dikecualikan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPID Pembantu

khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk:

a.

menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan, informasi dan
dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

b.menggoordinasikan...



(3)

b.

mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk
menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh
publik.

Bidang Pendukung bertugas membantu PPID Utama dalam hal:

o p

°© o o

ol

pengelolaan informasi publik;

pelayanan informasi publik;
pengklasifikasian informasi publik;
pendokumentasian informasi publik;
pengujian konsekuensi informasi publik; dan

pelayanan aduan, advokasi, dan penyelesaian sengketa informasi

publik.

Pasal 11

Pembina berwenang sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan

informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelola

informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengarah berwenang:

a.

mengarahkan kegiatan pengelola informasi dan dokumentasi serta
menjamin  ketersediaan  informasi secara  terintegrasi dan
terkoordinasi;

menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan

memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar

informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID.

PPID Utama berwenang:

a.

mengoordinasikan setiap Perangkat Daerah di badan publik dalam
melaksanakan pelayanan informasi publik;

menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila
informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan;
meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID

Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan

d.melakukan...



(4)

(1)

d. melakukan musyawarah dengan pemohon informasi publik dalam hal

pemohon mengajukan keberatan.

PPID Pembantu berwenang menolak permohonan informasi publik secara
tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang

dikecualikan.

BAB VI
KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 12

Struktur organisasi PLID Kabupaten Bintan terdiri dari:
a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh beberapa Pejabat Eselon II di
lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bintan;

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris OPD;

Bidang Pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi;
dan

g. Pejabat Fungsional.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 13

Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana disebut pada ayat (1) paling

sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID
Pembantu;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi apabila diperlukan

c. kejelasan...



(3)

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan
PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat
Fungsional;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID
yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

e. Standar Layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan
keberatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi
Publik.

Pasal 14

Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;

o po o

SOP Fasilitas Sengketa Informasi.

Penyusunan SOP untuk PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh ex-officio Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.

BAB VIII

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Pasal 15

DIDP paling sedikit memuat:

Nomor;

Ringkasan isi informasi;

Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
Waktu dan tempat pembuatan informasi;

Bentuk informasi yang tersedia;

@™o a0 oD

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.

Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah
dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan Pemerintah
Daerah untuk dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bahan pustaka.

BAB IX...



(1)

(3)

BAB IX

RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 16

RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai.

RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

BAB X

SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Pasal 17

SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses
pelayanan informasi publik.

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

BAB XI

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 18

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

Salinan LLID Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan masing-

masing.

LLID, paling sedikit memuat:

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi
publik dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. Gambaran pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik,
antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi
publik yang dimiliki beserta kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan
dokumentasi publik besera kualifikasinya;

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta
laporan penggunaannya.

c. Rincian...



(1)

c. Rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang meliputi:

1.
2.

jumlah permohonan informasi publik;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi publik dengan klasifikasi tertentu;

jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta
alasannya.

d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik meliputi:

1.
2.
3.

jumlah keberatan yang diterima,;

tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
yang berwenang; dan

hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik, jumlah
gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan pelaksanaannya oleh
badan publik.

e. Kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi
dan dokumentasi publik; dan

f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 19

LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap

saat.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan
disampaikan kepada Atasan PPID.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati
oleh Atasan PPID.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati sebagai
bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB XII

Pendanaan
Pasal 20

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelola layanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB XIII...



BAB XIII
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 21

Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia dapat mengakses
informasi publik dari badan publik kecuali informasi yang dikecualikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Akses informasi publik dilakukan dengan cara melihat dan/atau mengetahui
serta mendapatkan salinan informasi publik.

Pasal 23

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan
kepada pemohon informasi publik.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Jenis Permohonan dan Persyaratan Administrasi
Pasal 24

(1) Jenis permohonan informasi publik meliputi:
a. akses informasi publik; dan/atau

b. wawancara

(2) Pemohon informasi publik meliputi:
a. Perseorangan;

Kelompok masyarakat;

Lembaga swadaya masyarakat;

Organisasi masyarakat;

Partai politik; dan

-0 a0 T

Badan Publik lainnya.

Pasal 25
Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada

PPID dan PPID Pembantu apabila pemohon informasi publik telah melengkapi
persyaratan administrasi.

Pasal 26...



Pasal 26

Persyaratan administrasi permohonan informasi publik sebagai berikut:

(3)

(4)

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pemohon
informasi publik;

akta pendirian badan hukum bagi pemohon institusional;
surat keterangan dari instansi pemohon institusional,;

tujuan penggunaan informasi publik;

oo o

daftar pertanyaan untuk permohonan informasi berupa wawancara;
dan

f. cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik.

Bagian Kedua

Prosedur
Pasal 27

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi publik yang
telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara

lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPID dan/atau PPID Pembantu sesuai dengan jenis informasi yang

dimohonkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh PPID.

Pasal 28

PPID dan PPID Pembantu mencatatkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam register permohonan dan
memberikan tanda bukti serta nomor penerimaan permohonan.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
PPID atau PPID Pembantu menerima permohonan untuk mengakses
informasi publik, dan/atau wawancara, atau menolak permohonan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan telah dinyatakan

lengkap dan benar.

(5) PPID atau...



(5)

(1)

PPID atau PPID Pembantu menyampaikan pemberitahuan kepada
pemohon informasi publik dalam hal permohonan informasi publik yang

berisikan:

a. informasi yang diminta, berada dibawah penguasaannya ataupun
tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
d. biaya serta pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada
dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan

mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan

materi informasi yang akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan

materinya.

PPID Utama dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebgaimana di maksud pada ayat (2), paling lambat 7

(tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB XV
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu

Keberatan
Pasal 29

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
dalam hal:

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan...



(2)

(4)

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak
(Pemohon dan Atasan PPID).

Pasal 30

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
disampaikan kepada:

a. Atasan PPID apabila permohonan informasi publik disampaikan
kepada PPID Utama; dan

b. PPID Utama apabila permohonan informasi publik disampaikan
kepada PPID Pembantu.

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambar 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua

Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 31

Sengketa Informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Provinsi sesuai
dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang
diajukan permohon informasi karena tidak menerima tanggapan
dan/atau alasan tanggapan Atasan PPID.

Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 32...



(1)

(5)

Pasal 32

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang
dibentuk oleh PPID Utama.

Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi
sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah di
Komisi Informasi  Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan
kewenangannya.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum
dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi
dengan melakukan koordinasi dan konsoliadasi bersama PPID Pembantu
terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan
pihak lain yang dipandang perlu.

Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur
oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

Tim melaporkan proses penanganan Sengketa Informasi kepada Atasan
PPID.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perturan Bupati Bintan Nomor
58 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 34...



Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BINTAN

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

h %
ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FPERATURAN BUPAT| BINTAN
NOMOR : 47 Thrur 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYVANAN FUBLIK NASIONAL
PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENCADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI BINTAN,
- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi

terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mudah
diakses masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan

::::mm Pelayanan Publik Nasional di eplikasi Layanan Aspirasi dan
n:n:e:_u:u 1:' | pengaduan ol Rakyat periu digtuir pedorman
Hﬁ-?:':m penyelenggaranya;

-l K 0 e R D
%’""ﬁ;r% dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
ﬂﬁm;’-'" : Pedoman Sistem Pengelolasn Pengaduan Pelayanan Publik

I Nasional pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat Kabupaten Bintan,
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan
. Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinai Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494,

3. Und =y -
ndang-un mﬁf""
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10.

Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4868;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5494);

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55B7] sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5357};

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik { Lembaran HNegara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215 Tahambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S887) ;

Peraturan Presiden MNomor 76 tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 25 tahun 2007
tentang Pedomsan Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingltungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Negara

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyeélenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
secara Nagional;

Peraturan Menteri Pemberdavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman

Road Map Pengembangan Sistern Pengelolaan Pengaduan
Pelayvanan Publik;

11. Peraturan...
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Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 62 tahun 2018 tantang Pedoman
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelavanan Publik Nasional
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 1726).

MEMUTUSEAN :

PERATURAN  BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

PADA LAYANAN ASFIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

)
2.

Daerah adalah Kabupaten Bintan,
Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara  Pemerintah Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan
daerah.

Bupati adalah Bupati Bintan,
Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik,
Pembina Pelayanan Publik adalah Bupat yang selanjutnya
disebut Pembina adalah Pimpinan atau Lembaga pemerintah
Daerah Yang mempunyai tugas melakukan
pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
tugas dari penanggung jawab pelayanan publik.
Penanggungjawab Pelavanan Publik adalah Kesekretariatan
lembaga/pejabat yvang langsung ditunjuk oleh Pembina
dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Penyelenggara Pelayanan Publik yvang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap instansi penyvelenggara Negara
korporasi, lembaga independen vang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik. O_‘ﬂ_‘

8. isasi...
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10.

12,

L3

14.

15.

16.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnva
disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
instansi  penyelenggara  Negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain
vang dibentuk semata-mata untuk kegiaten pelayanan
publilc.

Pengelola pengaduan adalah kegiatan  penanganan
pengaduan  sesual dengan melkanisme dan tata cara
pengelolaan pengaduan.

Sistern Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
vang selanjutnya disingkat SP4N adalsh Sistem yang
terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang
pada setiap Penvelenggara dalam kerangka sistem informasi
pelayanan publik.

Aplikasi Sistem Pengelola Pengaduan Pelavanan Publik
Nasional menjadi aplikasi LAPOR selanjutnya disebut [SP4N-
LAPORI).

Admin Nasional adalah Pelaksana pengelola pengaduan
pelayanan publik nasional pada Kementerian wuntuk
mengelola pengaduan nasional melalui aplikasi SP4N
LAPOR!:

Admin Organisasi adalah Pelaksana pengelola pengaduan
pelayanan publik Pemerintah Daerah yang ditugaskan cleh
Pembina/penanggung jawab untuk mengelola pengaduan
pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR!:

Pejabat  Penghubung adalah pimpinan/pegawai di
Ingkungan Satuan Kerja Penyelengpara yang bertugas
menindak lanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan;
Admin Unit Penyelenggara Pelayanan atau Admin UPP
adalah pegawal di lingkungan Satuan Kerja Penvelenggara
yang bertuga membantu peran pejabat penghubung dalam
pendistribusian dan/atau penyelesaian pengaduan pada
internal unit penyelenggara masing-masing;

Pelapor adalah seluruh warga Negara Indonesia atau
penduduk  vang memberikan laporan baik  bersifat
pengaduan maupun bukan bersifat pengaduan;

17, P&gﬂdu
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17. Pengadu adalah seluruh pihak balk warga Negara maupun
pendududk baik orang persecrangan, kelompok maupun
badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada
pengelola pengaduan pelayanan publik;

18. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan
pengadu kepada pengelola pengaduan pelayvanan publik alas
pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan,
atau pengabaian kewsjiban dan/atau pelanggaran larangan
oleh penyelenggara;

19. Maladministrasi adalah pelaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang
untuk tujuan lain dari vang menjadi tujuan wewenang
tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban
hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilakukan cleh penyelenggara Negata dan pemerintahan
vang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial
bagi masyarakat dan orang perseorangan;

20. Aperat pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan:

21. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian
kegiatan yang meliputi penvimpanan dan pengelolaan
informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
penyelenggara kepada masvarakat dan sebaiknya dalam
bentuk lisan, tulisanlatintulisan dalam huref Braile,
bahasa gambar dan/atau hahasa local,serta disajikan secars
manual ataupun elektronik,

BAEB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGEKUP
Paszal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan bagi perangkat Daerah dalam mengelola pelayanan
pengaduan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing.

(2] Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a, Terpenuhinya BATANA pengaduan yang dapat
menampung ide, saran, krittkdan pendapat dari
masyvarakat melalui media elektronik;

b. Ttrﬂ'l‘uhinya.-.
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b, Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;

¢. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;

d. Terwujudnyva perlindungan dalam dan kepastian hukum
bagi masyarakat dalam penvelenggaraan pengaduan

pelayanan publik;

e. Meninglkatnya peran serta masyarakat dalam hal
pengawasan kepada pemerintah dalam kerangka pelayanan

pengaduan masyarakat,

{3} Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliput ;

a. Kelembagaan;

Surmber daya manusia;

Kode Etik;

Pembiayaan dan Sarana Prasarans;

LA~ )

Publik Nasional:

Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

f. Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional,
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi;
h. Perjanjian Tingkat Layanan

™

BAE I
FENGELOLA
Pasal 3

menunjuk Pengelola melalui Keputusan Bupati.

fungsi Koordinasi dan Operasional Pengelolaan Pengaduan,

|3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ¢

8. Tim Koordinasi
b, Admin

¢. Pejabat Penghubung

(1) Dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Bupati

[2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai

o

BABIV...
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BAB IV
SUMBEE DAY A MANUSIA
Pasal 4
(1] SBumber daya manusia yang mengelola operasional SP4N
LAPOR!, terdiri dari Aparatur Sipil; Negara dan Tenaga Lain
Sesuai Ketentuan Perundang-undangan vang berlaku.
{2] Pengelolaan operasional SP4N- LAPOR! meliputi fungsi

a. Analisis Pengaduan bertugas mengelola, memverifikasi,
meneruskan laporan masyarakat dan memoniter tndak
lanjut pengaduan ;

b, Analisis Sistem bertugas memastkan Proses
pengintegrasian aplikasi pengelolaan pengaduan pelavanan
public dengan SP4N-Lapor! serta menyusun dan
memberikan masukan terhadap pengembangan SP4N-
LAPOE]

c. Pengolahan data dan pelaporan bertugas untuk memantau
dan mengolah data statistic dard SP4N-LAPOR! serta
menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan
pengaduan secars berkala kepada pimpinan

(3) SPAN-LAPOR! dikelola secara berjenjang oleh

a, Admin Nasional yang bertugas mengkoordinasikan
pengelolaan pengaduan pada tingkat Nasional

b. Admin Organisasi yang bertugas mengkoordinasikan
pengelolaan pengaduan pada tingkat Pemerintah Daerah.

c. Pejabat penghubung yang bertugas mengkoordinasikan
pengelolaan pada tingkat unit kerja organisasi

BAB W
KODE ETIK
Pagal 5
(1) Pengelola SPAN-LAPOR! berkewajiban

a, Menyampaikan seluruh pengaduan vang bersifat manual
kedalam system SP4N-LAPOR!;

b. Melakukan Koordinasi antar pengelola SP4N LAPOR! dalam
penvelesaian tindak Ianjut pengaduan;

c. Meminta data pendukung kepada pengadu apabila
dibutuhkan;

d. Menyelesaikan pengaduan hingga tuntas sesuai dengan
jangka wakiu penyelesaian pengaduan yang telah
ditentukan; 'y

e. Dalam?..



e. Dalam menjalankan tupgas, semua jajaran pengelola
pengaduan wajib menjaga, menyimpan, dan merahasiakan
informasi pengadu, substansi, pengaduan, dan dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian
pengaduan yang bersifat rahasia dan sensitif,

{2] Pengelola pengaduan SP4N-LAPOR! dilarang

a., Menghentikan proses pengaduan;

b. Menyebarluaskan identitas pengadu;

¢. Menyebarluaskan informasi dan dokumentasi;

d. Memanfastkan  informasi vang diperoléeh  untuk
kepentingan lain selain penyelesaian pengaduan.

[3) Setiap pelanggaran sebagaiamana dimaksud pada avat (1] dan
ayat (2} pengelola pengaduan diberikan sanksi berupa :

&, Teguran Lisan ;

b. Teguran Tertulis ; dan

. Pemberhentian ;

BAE VI
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN FUBLIK

FRIEAF RCETHIHAAR

Pasal 6

HEPALA
THHEL I W

|1} Pembina menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan

ik
el (2) Sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan pelayanan
publik yang disediakan dengan memperhatikan kelompok
berkebutuhan khusus;

- .t 1]
LEPALA BAGAN 1! pengaduan pelayanan publik;
b
4

INFIR A PR
(3] Sarana dan prasarana pengelolzan pe ngaduan pelayanan
publik berupa:
a. Tempat/ruangan pengaduan, kotak pengaduan formulir
pengaduan dan alat tulis;
b. Perangkat Teknologi Informasi Komunikasi ([TIK] yvang
dapat terhubung SP4N-LAPOR|

BAB VII
MEKANISME SISTEM PENGELOLAAN PENCADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL
Pasal 7
(1) Pengaduan yang dikelola melalui aplikasi SP4N-LAPOR!
dan/atau pengelola pengaduan, Pemerintah Daerah,

&'Tatap. i

disampaikan melalui :
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8, Tatap muka;
b. Call Center;
€. surat atau email Laporsaharafibintan.go.id#sahara (isi
aduan);
d. M3 melalui 1708;
e. Media sosial melalui twiter LAPOR!1708;
Website melalui (www.lapor.go.id);
Pasal 8
Prinsip prosedur pengelolaan pengaduan Tharus bersifat
responsife, objekeif, adil, rahasia, dan akuntabel

Pagal 9

Admin organisasi melakukan telaah dan verifikasi atas

pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja, dalam

bentuk :

&, Memverifikasi pengaduan mulai dari identitas pelapor,
substansi sampai data dukung pengaduan vang diterimas:

b. Merumuskan apakah laporan pengadusn berupa sengketa
atau berupa Indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang
berlaku;

c. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;

d. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan serta
meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila
diperlukan;

e. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anoni,
dan rahasia;

L. Menentukan kelayakan dan kelengkapan pengaduan untuk
diteruskan kepada pejabat penghubung atau tidak;

g- Apabila pengaduan dinyatakan telah dinyatakan lengkap,
admin organisasi meneruskan pengaduan kepada pejabat
penghubung di lingkungan masing-masing berdasarkan
kategori pengaduan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

h. Apabila substansi pengelolaan pengaduan yang bersifat
aspirasi dapat diteruskan dan/atau direspon langsung oleh
Admin organisasi:

i Pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih 1 (satu)
instansi dapat ditembuskan kepada pihak yang memililki
kewenangan terhadap pengaduan tersebut:

j. Apabila pengaduan dinyatakan tidak lengkap, admin
organisasi wajib meminta kelengkapan data kepada
pengadu;

ﬂ?‘eng&iﬂ-. .
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k. Pengadu yvang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hard kerja
tidak memberikan kelengkapan data, maka pengaduannya
akan diarsipkan;

l. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesua dengan

kewenangannyva, admin instansi/organisasi meneruskan
pengaduan kepada admin Nasional;

m. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan

pelanggaran hukum oleh aparatur, admin
instansi/organisasi berkoordinasi dengan aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP) yang terhubung
dengan SP4N-LAPOR! untuk ditindak lanjuti:

n. Melakukan input pengaduan secara langsung baik berupa,
surat pengaduan, tatap muka, call center, dsb kedalam
aplikasi SP4N-LAPOR!,

Fasal 10

Pejabat penghubung memberikan telaah, verifikasi dan respon
terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu
penyelesaian yang telah ditentukan, dalam bentulk ;

a.

Memverifikast pengaduan mulai dard identitas pengadu,
substansi sampai data pendukung pengaduan vang diterima
melalui Satuan Kerja Penyelenggara untuk disampaikan
kedalam sistem SP4N-LAPOR!:

Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonym
dan rahasia;

Memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan  yang
diterima melalui Admin Instansi/Organisasi

- Merespon  pengaduan yang diterima  sesuai dengan

kewenangannya;
Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan
kewenangannya, Pejabat Penghubung meneruskan pengaduan
kepada Admin Instansi/Organisasi.

BAB VI

JANGKA WAKTU TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 11

Tindak lanjut dilakukan dengan cermat, cepat, dan tidak melebihi
jangka waktu penyvelesaian sejak pengaduan diterima oleh pejabat
penghubung, sebagai berikut :

a. Permintaan..,

X
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a. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif
paling lama diselesaikan dalam 5(lima) hari kerja ;

b. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak
memeriukan dalam 14 (empat belas) hari kerja;

c. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan
pemeriksaan lapangan paling lambat diselesaikan dalam 60
{enam puluh) hari kerja;

BAB XII
MEKANISME, TATA CARA DAN PEDOMAN TINDAK LANJUT
FPasal 12

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan mengacu pada

mekanisme, tata cara dan pedoman pengelolaan pengaduan

pelavanan publik nasional

Pasal 14

Admin Organisasi dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian

pengaduan diantaranya ;

a. Melakukan pemantanan atas tindak lanjut penyelesaian
pengaduan dalam hingkungan penyelenggara dan organisasi
penyelenggara;

b. Melaporkan  kinerja  pengelolaan  pengaduan  kepada
Pembina/penanggungiawaly;

c. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publiksecara berkala
meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima,
permasalahan pengaduan  serta penyelesaian  terhadap
pengacduan;

d. Mengkoordinir pejabat penghubung pada masing-masing
instansi terkait dalam menindaklanjuti penpaduan vang
bersifat lintas instansi; dan

e. Tugas lain atas petunjuk pimpinan.

Pasal 15

Pejabat penghubung dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian

pengaduan diantaranya ;

a. Pejabat penghubung mengkomunikasikan pengaduan yang
diterima dari Admin Organisasi kepada pejabat berwenang di
lingkungan instansi masing-masing untuk ditindak lanjuti;

b, Memantau tindak lanjut pengaduan dar pejabat berwenang
terkait penyelesaian pengaduan;

& E-:%nrd.inau.i-.,
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c. Berkoordinasi dengan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan
(UPP) dan/ Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam
penyelesaian pengaduan apabila diperfukan;

d. Memberikan informasi kepada Admin Organisasi mengenai
status penyelesaian pengaduan dan langkah-langkah yang
dilakukan untuk mempercepat penyelesaian;

e. Memberikan respon awal dan jewaban atas tindak lanjut
penyelesaian pengaduan ; dan

f. Tugas lain atas petunjuk pimpinan,

BAB IX
FEMANTAUAN , FELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 16
{1} Pembina/penanggungiawahb Admin  Organisasi
bertanggungjawab atas percepatan dan kualitas output
penvelesaian pengaduan melalui langkah-langkah berikut:

8. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut Penyelesaian
Pengaduan pada Lingkungannya masing-masing;

b. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala
meliputi jumlah dan jenis pengaduan wvang diterima,
permasalahan pengaduan serta penyelesaian terhadap
pengaduan;

€. Mengkoordinir pejabat penghubung pade instansi masing-

melalui

masing terkait dalam menindakianjuti pengaduan yang
bersifat lintas instansi;

d. Menetapkan indikator dan target output kinerja pengelolaan
pengaduan;

€. Melakukan pemantauan secara berkala atas penyelesaian
pengaduan pada Organisasi Penyelenggara sejak pengaduan
didisposisilkkan, berdasarkan indikator dan target yang
ditetaplkan untuk setiap substansi pengaduan;

f. Pejabat  Penghubung melakukan  koordinasi atas
penyelesaian pengaduan kepada Pengadu;

g. Admin melakukan pemantauan secara berjenjang.

{2) Admin Instansi/Organisasi membuat laporan secara berkala
mengenal kinerja penyelesaian pengaduan berupa laporan
statistik serta bentuk publikasi lainnya dalam sistem
Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disampaikan
kepada penanggungjawab.

B%Iamn-..
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(3 Pelaporan kinerja penyelesaian pengaduan paling sedikit
meliputi, jumlah laporan masuk, belum direspon belum
diselesaikan, serta rata-rata tindak lanjut penyelesaian
pengaduan.

BAB X
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 17

(1) Pembinaan  penyelenggaraan  pengelolaan  pengaduan
pelayanan publik nasional Bupati melakukan pengawasan,
bimbingan, penilaian dan evalussi vang dilakuksn secara
berjenjang;

(2] Dinas Komunikasi dan Informatika pelayanan publik
mendorong terciptanya inovasi pengelolaan pengaduan dan
pemanfaatan data pengaduan;

(3] Hasil pembinsan pada tingkat penyelenggara disampaikan
Bupatl kepada Menteri melalui SP4N-LAPOR!

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 18
Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan SP4N-LAPOR!
melalui Inspelitur dan Bagian Organisasi dalam penanganan
penyelesaian pengaduan SP4N-LAPOR! oleh masing-masing
organisasi penyelenggara pelayanan publik.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannys
dalam berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 27 $EFTE MEEE 20(9

A

i BUPATI BINT.

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 27 SEFEMER 20W
SEREETARIS DAERAH
KABUPATEN TAN

ik

——y

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2¢t9 NOMOR 47



BUFPATI BINTAN

PERATURAN BUPATLI BINTAN
NOMOR 14 TALUN 2000

TENTANG

STANDAR PELAY ANAN PUBLIK FADA KECANMATAN DAN EELVRAHAN /! DR5A
M KABUFATEN BINTAN

DENGAN RAOMAT TUEHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

bahwa dalam ranpka meningkatkan kualitas penyelunggnrian peloyand
publi% vang transparan, akuptabel, efckif dan efizien pada Kecanatan di
Kabupaten Bintan, maka peelu diawr Stader Pelavanan Poblik;

b, bahwa sehubupgan dengan hal tersebut, moka pecia menelapkan [Foraturan
Bupati Dintan entang Standar Pelayanan Pubdix pada Kecaratin tian

Kelurhoan/Desa di Kabupaten Bintan,

g

Menimbang

Menginpal © . Undae-undang Momor 12 Tabun 1936 1entang Feanb<nmkan
Daerah Otgnomi dalam lingxungan deersh Provinsi Samatera Tengulb
{Lembaran Megara Republik  lodonesia Tahen 1956 Namor 25,
Tambahan Lembaran Negara Momer 3396);

2. Undang-Undang Memor 8§ Tabun 1936 tenumyg  pokek-pokok
Kepegawnian (lembarn Nepara Republik Indenesia Tabun 19 Mamar
3047} sebagaimona telah divbab demgan undangundang Noewor 43
Tadwn 1999 {Lembaran Negara Repunlik Indenesia Tahun [39% Nomar
165, tambaban Lembaran Negara Republik Indenessa Nomor AR

Undang-undang Nomor § Tahun 1960 teatang Peratwan Dosar Pubick-
pokok Agrana (Lembaren Nepara Republik Indpnesia Womor 104
Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Momor 2043

7

4, Undang-undang Memor 32 Tabus 2004 tentng Pematintahan Dracttih
(Lembaran MNegare Republik [ndoncsia Tahue 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Nepara Republik Todonesia Nemor 44375

5. Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Tahun 1597 seatanp Pendaftarun Tardh
(Lembaran Mepara Republik Indogesia Talwan 1997 Momaor 29, lumbaban
I ensbaran Megara Republik Indenesia Nomar 3695);

6. Vermuran Pomerintah Nomor 25 Tapun 2000 scnlang  kewensbgun
semerittah dan provins] sebagal duerab owrom iLembayan Moy
Republik tndonesiz Tahua 2003 Mamer |4, Gubahan lembaran
Negara Republik Infoaesia Nomor 350y

7. Peruturin Pemerintah Nomar § Talwn 20603 teniang Pedoman Orgacisas)
Perangkal Dagrah (Lembaran Negma Republk Ldonzsia Tobwny 2070




1.

L.

11

14,

15,

16,

17,

18,

12

2.

21,

Momor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262);

Paraturan Pemerintal Momor 72 Tahon 2004 tentanp Pedaman Pembinaan
dan pengawasin penyelenggarian pemenntahan Draeraky;

Peraturan  Pemcontah Moo 5 Tabun 2006 tentang perubuhan nama
kabupaten kepulauan Rizu menjadi kabupaten Bintan Provinst Kepulawao
Einu {Lemberan Negara Tahun 2006 Momor 4605,

Keputusan Merteri Fendayagunaan Aparatur MNepara Nooor KEP/8/
N PAM/TI00Y feptang Pedoman Vmuern Penyelengparasn Pelayanan
Puhblik;

Keputusan  Mentern  Pendayaguniae —Aparaiur Meggard  eomoc
FEPTSA PANAZ00 tomang Indeks Kepuasun Mawgarsiat Tnit
Pglayenan [nstansi Femetiniah;

Kepuusan Menteri Pendavagunacn  Aparabr Merarg Mumwor KEF
WAM PAN2004  tentang  Tewnjuk Tebns Transparanst  dar
Aliiabilitas Dalam Penyelengparaan Pelsyanan Fublik;

Perauran Dacrah Kabupaten Kepulawn Rigu Ma 5 Tahun 1987 Tantang

i Mendinkan Bangunan (Lembaran Daesal Tahun 1993 Nomor 4 Ser
I3 Namoe 1,

Peraturan Daerah Kabupaten Kepuladas Riaw No 2 Tabun 1995 Tentany
Tzin Tempatl Usaha;

Ferataran Dacrah Kabupaten Kepulagan iiau No 22 Tahun 2002 Tentary
Rerribusi Usaba Perikanan (Lembaran Dactah Tafun 2002 feamer 26 Serl
C Womoe 3%

Peraturan Daerall Kabupaten Kepulawan Riza Mo 21 Fahun 2002 Tentang
jzin Usaha Perkebunan (Lecibaran Daerah Talun 22 WNomor 26 Serl ©

Motuor 7);

Paraturun [racrsh Kahupatsn Kepulauan Riaw Mo 7 Talwn 2002 tentang
vin usaha pemanfaatan kawasan hutan, Pemungutan Hasil Hutues dan Jasa
Lingkungan Serta Pemanfaaien Hostl Hutan Froduksi {Lembar Dacrab
Tahun 2607 Homoe § Se © Momar 47, -

Peraturan Daecah Kabupaten Fiou Mo 3 Tahun 2003 tenlog bocpelaluliin
{Lembaran Draerah Talwn 2003 Momoe: 2 Seri E Momar 1;

Papmturan Daercah Kabupaten Kepulawan Rizu Mo & Tahun 20073 wentanp
retribysi atas ussha industrt duan Perdagangan {Lembaran Daeralt Fahan
03 Womor 19 Seri B Moror 16);

Perataran Daetah Kabupaten Kepulauars Riae No ¥ Tahun 2004 Tentang
Perizinan Usala Pariwisata fLembacan Dagral Talun 2004 Mooor 9 Sed

C Moaer 1);

peraturan Daerah Tegbupaten Kepulavan Riaw Nomor 16 Tahun 200
tentang  Pembenmiban  Organisasi  Kecamatun don  Eelurstom  pada
Kabupaten Kepulstuan Risu,

22, Pecullllis. ...



Meoetaplan :

23,

24,

2a.

26,

27.

Pergiuran  Daerah  Fabupaten Bistan No & Tabun 2006 Tentang

Penvelengparsan Pendaftaran Fenduduk dan Pencatatan Sipil (T.embaran
Dacezh Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nemor 1

Peraturan Bupati Bintan Momor & Tahun 2000 Leatang Felimpaban
sebagian wewenang Pemerintahao Kabupates Bintan kepada Camat;

Pargturan Dacrab Kabupaten Dimtan Momor 11 Tahun 008 vorang
Rincian wrusan pemerinieban deerah yang dopar discrahhan kepuda
Pemerintal Desa;

Pergturan. Dserah Kabopaten Kepulawan Riau MNomor 12 Tabun 105
tentans Pembantukan Organizasi Dinas Dagral Kaobopatea Kepulauan
Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tabun 2003 O

12 Seri D Momer 35

Peraturan  Bupat Bintan MNeld Tehon 2007 entang Felimpalian
Wawenang sebapian Urusan pemerictal dart Bupal kepada Camat:

Peraturan Bupati Bintan Nemor  Tulon  temiang Pelonpahan Sebagian
Weowenang Pemerintall Kabupaten Bintan Kepada Lurah.

VIEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATT TENTANG STANDAR PELAYANAN FUBLIK
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DI KABUPATEN

BINTAMN.

BAR]
KETENTUAN UMOUM

Fasal l

Balam Peravuran Bupatl ini vang cimaksud dengan

2
1
i

L1 ]

7.
8,
0.

100

Dhacrah adslah Daersh Kabupaien Bintan;

. Pemerintal Daeiah adalah Pemerintah Kabupaten Binan,

Bupali adalah Kepalz Daerah Kabupaten Bintan;

| Keeamatwn adalah Peeanpkar Daeerak Xabupateo Binun viag

dipimpin oleh Camst,

Camat adalal Camat 41 Kabupaten Bincan;

Kelnmhan odaluh Peracykot Daeral Kabupaten Rimlan yang
mepniiki wilayal terlentu yany dipimpin alek durah;

Lupult adasale lorah di Kabuopaten Bintan

Vesy ndalah Wikayal tertentu yaog ciplopin alen lepala Desa
Kepals Desa adalah Kepala Desa di Kabuputen Bintao;

Standar pelayanan adalah ukuran Luabitas yang dibakuban Jalsm

TeryelEng g arivem...



peoyelengparaan pelayanan publik yang wapib ditaaki oleh pemberi  dan
penerima pelayenan;

i1. Pelayanan Publik adalah scgala kegiatan pelayunan yang dilaksanakan
olel Satuan Kerja schagel upaya pemenaban kebunthan yang diperluban
olch mesvarakat dan atay Salwen BarjaPepawai pada Sanin Bierju
lainnya sebagai pencrima pelayanan niaupun dalam rangka pelaksanwan

Eeteniuan Peraturan Pervndang-undangan yang Lariakuy,

BARII

MAKSUD DAN TUILU AN

Fasal 2

Waksud dan tujuan ditetapban Siandar Pelavanan Publik pada Kecanatan dan Kelurahan'Desa
adalah untuk pedoman bagi cbyex dan subyek pelayanan schingga daiam pelaksanamn pelayanan
dapat berjalat efektif, efisien dan epat wakiu,

BAT 1
JENIS DAN MEKANISMLE PELAY ANAN PUEBLIK

Pasal 3

Jenis pelayanan Publik yaog diberikan oleh Kecamalan adalah sebagrad beokul -

10.

Rekomendasi pendicdan  Taman Dacaan  Masyarakal pada pusat  kepiatan
masyacakat;

Rekomendasi pembenivkan kelompek peayclenggurasn pendidikan anak usia dier;
Rekomendasi psahs punberantasan buls bunofaksacs;

Rekarnendasi peraherian izin pembukaan klindk, balai pengobatan, rumab bersalin.
praktek dokter/dakter gipl, gpalik, ko obat;

Rekamendasi izin air minwn dalam kemasan ¢ isi ukang,

Memberiken rekomendasi izin HO;

Rekomendasi dap pengawasan pengeloloan dan pemelibaraan  pompanisast,
Jatingan laipasi;

Rekomendasi pembangenan dan macngelola tempat wandi, cuci dan kakns (WCER)
Rekomendasi dan pengawasan penpelolsan dan pemanfaatan proyek aie bersil;
Pemberian IMB untuk banganan tidak bertinghkar dengan Juas Uduk melebshi 300
M2 dun bukan merupukan kemplel perumahan;

11 Tealeamem oy



11, Rekomendasi icrhadap DB diaias 500 M2 urituk bangunan beringkat dan Romplek
perumahan;

{2 Menerbitkan surat keteringan untul; peaghitan K TP dan Karu Kelourga,

13, Memberikan surat kelerangan izin domisili

14, Memcberikan surat kelerangan Wars;

15. Rekomendasi izin kureusipelatiban kateramplian teknis di deza;

16. Rekomendasi igin penampungan TR

17. Mengetahn surat permyalaan penguasaan fi=ik lanaly

1§. Memberikan rekomendasi izin pembukaan tanah ;

19, Mengetahui surat FEngoperal pengasaan fisik janey;

20. ReYomendasi pemherian iZin kegiatan sosial;

21, Meperbitkan surat keterangan unbuk kegialan sosial;

2%, Rekomendasi Tzin wahs peaangkaran benih pertania;

21 Merekomendasi 1nodal usaha tand relayan dan perubudava 1kan;

24, Mekomendasi izin kermnatar;

35 [ekomendasi pemberian izin investor di bidang indwstr,

35, Pemberian izin tempat wiaha fidak berbadan hukum:

7 Merekomendasi pendataan URME

28 Pemmbinaan pemberan izin pertambengan pahan galian polongan © dibawah 1 Ha
tanpa memakai alat berat;

23 Rekomendasi pemebrian izin pemanfiican air bawal lanah dan penmudas;

1, Rekomendas] perabcrian izin pertambangan,

3]. Pembenan izin pemanfaatan aic bawah tanzh dan alau swnber multa ais;

17, Rekomendesi praberian izin peogelolaan anpkutan darat, laut dan wdara;

3. Rekomendssi pamberian iz bengkel,

24, Rekomendasi lokasi pomberian igis pembangunan towes telekomunikazi;

35, Menpetahni pemnbarian surat kepemilikan kapal mator dibuwwnh GT T;

15, Rekomendasi pemberian 1z penpginaan digisi AT,

17, Rekomendasi penpeiolaan dermaya rakyat [ trayek;

18, Pemnberian izin untak nengguiad jan sulain untuk kepeningen lale linlas lokal;

Ppsal 4

Jerds Pelayanan Publik yang diberikan nigh Desa adalah sehayah beriku ;

1 Pemperian rekemendasi izin usana penangkaran benil e etanliag;
2. Pengelolaan Jan pen:berian izin pertambangan baban galiar palengan C dibawih |

¢satup Ha tanpa memakal alat berat kepada pendisdizk desa yang BersanpkiLitan;

1, Rekownendasi ...



10.
11.

12,

13

14,
15.

16,

17.
18,

19.
).

1.

2.

23,

4.

25,
26,

- =

Rekomendasi permbenian izin pemanfaatan air bawszh tanah dan permukaan:
Rekomendasi permnbeian izin pembukaan pe rtambangan rakyat di desa:
Rekomendasi pemberian i2in pemanfaatan air bawah tansh dan ataw sumber matas
air di desa,

Rekomendasi pemberiap izin tehadap penpambilan tombuhan dan peoangkapan
satwa liar yang ditindungi:

rekomendasi pemberian izin pengelelwan hiaian yaug ada dalam dasa kepada pihk
ketiga;

Fichomendasi pemberian izin periwudn gnamat perkebunan,

R ekomendasi pendinan kopermsi,

Rekhomendasi bagi koperasi umuk mendapatkan peckuatun permosdalan;
Rekomendasi permohonan pangayuan dand berrushic yang swuber dananya berasal
dars APBD Kabupaten! Frovins: dan APBN,

Rekomendasi pemberian izin pemdangunin sarand social;

Rckomendasi pemberian izin IMB yarg berada 41 jalan desn = S0 M2 kebawdh
bangunan lidak beringkat ;

Fekomendasi aembenan tzin pengelotasn anphulan desy,

ekomandasi pehcrian izin benpkel di desy;

Rekomendasi lokasl pendirian izin bangunan towée telekomunikasi;

Rekomendasi pombeaian i pengiunain astlitas i sisiain

iekomendasi perberian t2in HO:

Rekonendasi pemberian lenifiat penyewin kaset vidio, flaystation dun se)enisnyd,
Rekomendasi perberian izin pendirian wanang telepan, wannet 5] ENISIS;
Rekamendasi pemberian izin usaha petbckalar, pertukoan, warlirg. pemandokar,
runal noakan; |
Rekomendasi pemberian izin penizelofaun dan penpusahain potensi sumher daya
slam biasz;
Rekomendasi pemberian fzin parkinpeman gkalan kendaraan di pasar, 1empal wisaid
Tary Lokesi Yalnnya vang ada di dalam des:d

Rekamendasi pemmoerian izin hak pengeleloan aas tanah kas desa,
Rekomendasi pemberian j2in keramaian dssa;

Rekomendasi pemberian izin pendirian pondak wisata pada Laveasie wisil di desi

27 Rekomendasi penechitan izin membuka tanaly;

28.
29,

Rekomendasi pembentukan LEM perlindungan anak;

Rekomendiast perizinan pembanguitan syrani olah raga.



Pascal 5

Jenic Pelavanan Publik yang detherikon oleh Lursh adalah sebapat herilar :

1.

Pengelolaan dab pemberian Tzin pertambangan baghin palian gelongun C dibawsh
saty hetar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa bersanghutan §
Pemberian surat keierangan untuk fzin pemanfaatan wir bawah taowh deo
permukaul;

Peinberian sural ketorangan optuk izin pembukam peaambangan rakyat di Des
Peraberian sueat keterangan antuk izin pemanfzatan air bawah wanab dan atau
suembet mnata air di Keluraba

Rekomerdasi pemnberian tzin terhadap pengambitan wmbuban dan penangkapan
satwa liar vung dilindangl,

Rekomdasi pemberian izin peogelelaan hutan yang ada defun witayah keharahan
kepada pihak ketigy

Fekamendasi pemberian fin periuisan tanamun peckebunan;

8. Rekomendasi pemberian izin dalam bidang parindustrian;

IT.

12.
. Pembenan izin rekomendasi bagi pendudele yang akan bekarja ke Luar Megeri;
14,
15,
186.

17.
18.
14,
20,
21,
22,
23
24,
25,
24,
2.

Rekomendasi pendivian koperasi oleh masyasakat;

. Rekomeadast bagi Loperasi untuk mendapatkan perkuratan permidatan;

Fekomendesi permohonan pengajuan dan bergelic yang sumber dandnya berazn
dan APBD Eanbupaten ! Proviosi dan APBM;

Hekomendasi pemberian izin investor kecil;

Eekomendasi nemberian fzin pembangunan sarams sosal;

Menerbitkan surat heleranpan unmk kegatan sosial;

Rekomendasi peraberian jzin IMB yang berads dijalan kelurahan = 300 b2
Lebawah bappunan tidak berlingkat;

Pemberian ixin 10IE wihik namah sedechana;

Rekomendasi pemberion zin pengelalaan angaaiang

Rekomandasi pemberian jgin bengkel,

Rekomendasi lokast pendirian izio pembanganan Tower Telckomunikasi
Pembeerian surat kepemilikan kapal motor dibawan T 7

Rekomendasi pemberian izin penggunaan tasilitas disisi air;

Lekomendasi pemberian izin He,

Memberikan rekomendasi peamintaan bantuan kepada pemeriniah caerah;
Fekomendasi peruberian izin pendinan poadole wisata pada kuwasgon wisata;
Memberikan sursd keterangan akas tanaly;

Mengewhul Sury: Perovataan Penguasasn Nsik twwh vaug dibuat oleh peoalik
tanah;

AR 1ol symyparn Aoy oo



2. Relomendasi Peperbitan T2in membuka tanah,
4. Menerbitkan surai keterangan witik peoerbitan Akl kelahivan;
10, Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;

31. Rekomendasi pembennnkan Lk perlindunpan anak;

37, Pemberian rekomenudas pergglLaaan kat kontrsepsi;

33 Rekomendasi perizinan pembangunan sarans olahraga.

Pasal &

St Pelayanan Publik pada Kecamatan sdalal schapainana Leceantam pads fampirn b |

Pecaturan Dugpati
Pasal 7

Bagan mckadisme pelayanan Padlik pada Mecamatan adolah scbagaithany tercantum rada
mpiran 1. Pada Peraturan Bupati

Fusal &

soandar Pelavanan Publik pads KelurahanDess adalzh webagaimana tercanium paoa lampirn
11l Bada Pecaturan Bupail

Pasal @

Rpgan mekanisme pelavanan Publik pada KelerahanThesn adatal sebugaimana wreuwium rala

-xnpiran [V. Pada Peraruran Rupt

Pasal L0

{1} Bagan mekanisme pengaduan pelayvanan publik pada Keocamatan das KelorshaeDesn
adaluh sebagaimana lercantum pada Lampiran ¥, Pada Perazuran Bupal;

() Apgar  pengaduan pelayanzo publik dari magyarakat dapat ditangani secara ekt
efisien dan terkaardingsi, masing-masing Kecamalsn membentuk Tim;

(37 Tim sebagaimana dimoksul  dalam zval (23 diterapkan  denpan Kepulusi

Camat/burahFepala Desa.

BALLY ..



-9

BAE [V
KETENTUAN PENUTUI

Pasal 11

Hal-bal yang belom distur dalam Vlepaparan i, sepanjang memyangkut teknis pelaksanannya

akan diatue lebib fanjut olch Kepala Dinas,

Pasal 12

Pergturay Bupat ini prulai berlakw pada tanggal diundangkan. Agar setiap ordng dapat

emerintahlan peagundangan Peraturall Dupaty ini denpn Pl paiannsd

mengetalninyy, o
Aqlamn Berite Dacrab Kebupaten Bintan.

Ditetapkan 4i Kaang
pada angpal £ Fepruar 2009

ANSAR 1410, SE, M

Dipdangkan di Kijang
cada tanggal 5§ Februan 2009

Berita Dacrah Kahuparen Bintan Tahun 2009 homor 10




